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    BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam 

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 

Hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut Al-mi>ras|, yaitu 

bentuk mas}dar (infinitif) dari kata waris|a – yaris||u – mi>ra>s|an. Maknanya 

menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang 

lain.
24

 

Secara terminologi, Mi>ra>s| berarti warisan harta kekayaan yang dibagi 

dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Mi>ra>s| 

menurut syariah adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara 

orang yang sudah meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang 

berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah 

hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan 

kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada 

berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang 
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ditinggalkannya, yang disebut dengan waras|ah, yakni ahli waris dan 

wali.
25

 

Dalam beberapa literatur hukum Islam, ditemui beberapa istilah 

untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqih mawaris, ilmu 

faraid}, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi 

karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.
26

 

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam 

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) 

adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi. 

Ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur 

kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:  

a. Ayat-ayat Al-Qur’an 

QS. An-Nisa>’ ayat 7 

                        

                       

 

Artinya: ‚Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 

telah ditetapkan‛ 
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Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan 

utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun 

perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus 

merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek 

hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya 

pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek 

bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.
27

 

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita 

sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, 

sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-

Qur’an. Diantara nya terdapat dalam srah An-Nisa>’ ayat 11: 
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‚Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anak kalian. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua,  Maka bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia 

memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 

lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana‛.
28

 
 

Firman-Nya, ‚bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bahagian dua orang anak perempuan‛. Maksudnya ketika ada anak 

laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-

laki,maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak 

perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak 

perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.
29

 

b. Al-Hadis| 

Hadis| Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang 

kewarisan adalah sebagai berikut. 
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1) Hadis| Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh 

Sunan Tirmidzi: 

ثَ نَا ابْنُ طاَوُسٍ عَنْ  ثَ نَا وُهَيْبٌ حَدَّ ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْْاَعِيلَ حَدَّ حَدَّ
هُمَا عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  أبَيِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 سَلََّ   اَاَ أَْ ُِ وا الَْ َ ااَِ  بَِ هْلِهَا َ مَا بَِ يَ  َ هُوَ ِ َوَْ  رَُ لٍ ذََ  ٍ وَ 
Artinya: ‚Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah 

menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Berikanlah bagian faràidh (warisan yang telah 

ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang 

tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat 

(nasabnya)."
30

 

 

 

2) Hadis| Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim: 

ثَ نَا يََْيََ بْنُ يََْيََ وَأبَوُ بَكِْ  بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْ َ اهِيَ   حَدَّ
نَةَ  وَاللَّْ ُ  ليَِحْيََ  اَاَ يََْيََ أَْ بَ َ  اَ و  اَاَ  ثَ نَا ابْنُ عُيَ ي ْ الَْْ َ انِ حَدَّ

عَنْ الزُّهْ يِِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيٍْْ عَنْ عَمِْ و بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ 
بْنِ زيَْدٍأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ   اَاَ لََ يَِ ثُ الْمُسْلُِ  الْكَاِ َ  

 لْمُسْلِ وَلََ يَِ ثُ الْكَاِ ُ  ا
Artinya: ‚Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan 

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan 

ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah 

mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua 

mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 
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'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru 

bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim 

tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir 

tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. (1614)" 
31

 
 

c. Ijtihad Para Ulama 

Meskipun Al-Qur’an dan Al-Hadis| sudah memberikan ketentuan 

terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal 

masih diperlukan adanya ijtuhad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak 

ditentukan dalam al-Qur’an maupun al-Hadis|. Misalnya, mengenai 

waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak 

habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah 

dan suami atau istri dan sebagainya.
32

 

Contoh lain adalah: 

Status saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek, 

didalam al-Qur’an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan hanyalah 

status saudara-saudara bersama dengan ayah  atau bersama-sama 

dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak 

mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah 

kalalah maka mereka mendapat bagian. Menurut pendapat 

kebanyakan sahabat dan imam-imam madz|hab yang mengutib 
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pendapat Zaid bin s|abit, saudara-saudara tersebut mendapatkan 

pusaka secara muqasamah dengan kakek.
33

 

Staus cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada 

kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama dengan saudara-

saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apa-

apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian 

berdasarkan atas wasiat wajibah.34  

Para fuqaha tabi’in dan imam-imam fiqih, di antaranya Said 

Ibnu Musayyab, Ad-Dahak, Thaus, Al hasnul Bisri, Ahmad Ibnu 

Hambal, Daud ibnu Ali, Ishak Ibnu Ruhawaih, Ibnu Jarir, dan Ibnu 

Hazm berpendapat bahwa wasiat itu wajib untuk kerabat-kerabat 

terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Hal ini ditetapkan 

berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180: 

                         

                  

Artinya: ‚Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta 

yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 
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kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-

orang yang bertakwa.‛
35

 

Kata kutiba dalam ayat tersebut artinya furida, yaitu 

difardukan, sedangkan perkataan bil ma’rufi haqqan ‘alal muttaqin 

artinya menurut ma’ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas setip 

orang yang bertaqwa, merupakan suatu lafal yang sangat kuat 

menunjuk kepada kewajiban wasiat. 

Dalam hal tersebut, ulama berselisih pendapat tentang masih 

berlakunya hukum yang telah di-nash-kan oleh ayat tersebut, yaitu 

tentang wajibnya wasiat untuk bapak dan kerabat-kerabat terdekat 

atau tidak berlaku lagi. 

Kebanyakan ahli tafsir jumhur fiqih berpendapat bahwa 

wajibnya wasiat itu sudah mansukh, baik terhadap yang menerima 

wasiat maupun tidak. Karena ayat wasiat itu telah dimansukh oleh 

ayat-ayat mawaris dan oleh sabda Nabi SAW yang artinya, ‚tidak ada 

wasiat untuk para ahli waris‛. 

Abu Muslim Al-Ashbahani mengemukakan bahwa ayat wasiat 

itu sama sekali tidak mansukh, karena tidak ada pertentangan antara 

ayat wasiat dan ayat mawaris.
36
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Golongan yang diwajibkan wasiat untuk kerabat-kerabat yang 

tidak mendapat waris berpendapat bahwa ayat wasiat tidak mansukh 

dan tetap berlaku sampai sekarang untuk kerabat-kerabat yang tidak 

mendapat warisan, karena ada penghalang atau ada orang yang lebih 

utama daripada mereka. Oleh karena itu, wajiblah dibuat wasiat untuk 

mereka. Terhadap kerabat-kerabat yang mendapat warisan,  

dipergunakan ayat-ayat mawaris.
37

   

Atas dasar inilah cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal 

daripada kakek yang bakal diwarisi dan mewarisi bersama dengan 

saudara-saudara ayahnya, untuk diberikan wasiat wajibah karena cucu 

terhijab oleh saudara-saudara ayahnya. 

 

B. Rukun dan Syarat Mewarisi 

1. Rukun-Rukun waris 

Rukun-rukun waris yaitu:
38

 

a. Muwarris|, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik 

meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusab hakim 

dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. 

b. Maurus|, yaitu harta peninggalan simati yang akan dipusakai setelah 

dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah 
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digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga 

miros|, irs|, turos| dan tarikah. 

c. Waris|, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubugan 

dengan si muwarris|, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan 

atau perkawinan. 

2. Syarat-syarat mewarisi 

Waris-mewarisi itu menyangkut harta benda dan sebagaimana kita 

ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilikan 

yang penuh. Sekarang, dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi 

peralihan, perpindahan hak pemilikan, atau hak milik. Oleh karena itu 

untuk terjadi waris mewarisi disini menurut hukum Islam terdapat syarat 

syarat sebagagai berikut: 

- Muwarris| atau orang yang meninggal dunia 

- Ahli waris yang masih hidup 

- Hubungan kewarisan yang sah 

1. Muwarris|, artinya orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewarisan 

baru terjadi apabila simuwarris| sudah meninggal dunia. Artinya selagi 

simuwarris masih hidup, menurut hukum Islam tidak ada proses 

memproses pewarisan. Artinya, apabila simuwarris masih hidup dan 

pada saat itu terjadi pemberian harta kepada ahli waris, pemberian 

ketika itu simuwarris masih hidup ini tidak termasuk didalam 
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kategori waris mewaris kelak harta benda yang sudah diberikan ini 

tidak termasuk diperhitungkan. Mati disini, baik hakiki maupun 

hukmi (artinya berdasarkan keputusan hakim).  

Tanggal kematian itu dihitung sebagai yang dinyatakan oleh 

keputusan hakim itu. Bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan. 

Ini apabila menyangkut mati yang hukum atau ada keraguan kapan 

matinya seseorang.
39

 

2. Ahli waris yang masih hidup, hidup dalam hal ini harus dibuktikan 

bahwa ahli waris benar-benar masih hidup pada saat kematian 

(prepositus) sebelum mereka dibolehkan mewarisi harta peninggalan 

tersebut. Dalam kasus janin dalam kandungan, tidak mendapat 

warisan kecuali janin itu lahir hidup, hubungannya harus 

ditangguhkan untuk menunggu penyerahan harta. Akan tetapi 

hubungan yang harus dijaga adalah hubungan anak laki-laki. Tetapi 

menurut madzhab Maliki, semua hak milik harus ditangguhkan 

penyerahannya kepada anak kecil tersebut sebelum harta pusaka itu 

dibagikan. Dalam kasus dimana orang-orang mati dalam waktu yang 

sama dan tidak ada jalan untuk menentukan siapa yang mati terlebih 

dahulu dan siapa yang mati terkemudian, sementara harta mereka 

harus diwariskan kepada kerabat yang masih hidup. Otoritas aturan 

                                                           
39

 Ibid,........ 



33 
 

 
 

ini terjadi setelah terjadi perang yamamah dimana umat Islam banyak 

yang mati syahid. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Zaid bin 

s|abit untuk membagikan harta mereka, dimana Zaid membagikan 

kepada keluarga yang masih hidup sebagaimana yang 

diriwayatkannya: 

سْ هَِا َ اَ ِ  الَ بِيلَةُ َ وُتُ باُِ وً  طاَعُونَ  دٌ أمَََ ِ  بِ َ وَريِِْ  أَهْلِ اَ زَيْ ا َ 
هُْ  مِنْ بَ ْ ِ   َْ اوُرَثْ اَ مَوَاتُ بَ ْ  ُ مِنَ اَ مْوَاتِ وَ   َ وَرثَُْ  اَ حْيَااُ 

   

Artinya: ‚Zaid berkata: ‚Umar memerintahkan kepadaku untuk 
membagikan warisan kepada orang-orang yang terserang 
penyakit menular. Ada kabilah yang anggota keluarganya 
meninggal. Aku membagikan harta waris dari harta orang 
yang mati kepada orang yang masih hidup. Maka orang yang 
masih hidup itu mewarisi harta orang-orang yang mati. 
Orang-orang yang mati itu tidak mewarisi harta orang-orang 
yang mati.‛40 

 

Kehidupan manusia dimuka bumi ini dibatasi oleh waktu, 

sampai datang waktu yang telah dijanjikan tanpa dikurangi 

sedetikpun sebelum dan sesudah kematian itu akan menjemputnya. 

Selama masa hidupnya yang sebentar itu apapun yang dikumpulkan 

olehnya didunia ini harus ditinggalkan kecuali amal baiknya. Harta 

kekayaan dan semua miliknya yang ditinggalkan didunia akan 

diserahkan kepada ahli warisnya. Islam adalah jalan hidup yang 
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sempurna mengandung aturan-aturan untuk pembagian harta 

warisan.
41

 

 

C. Sebab-sebab Mewarisi dan Halangan Waris Mewaris 

1. Sebab-sebab Timbulnya Kewarisan dalam Islam. 

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal yaitu 

sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan dan wala’(pemerdekaan 

budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 

sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang 

yang telah maninggal dunia yaitu:
42

 

- Perkawinan; 

- Kekerabatan/nasab; 

- Wala’ (memerdekakan budak), dan  

- Hubungan sesama Islam.
43

 

a. Hubungan Kekerabatan/nasab 

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah 

meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan 

silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan 

nasab yang disebabkan oleh kelahiran. 
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Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang 

mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga 

golongan, yaitu sebagai berikut:  

1) Furu’, yaitu anak turun (cabang) dari si mati. 

2) Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan 

adanya simati. 

3) Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan 

simeninggal dunia melalui garis menyamping, seperti 

saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak 

membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.
44

 

b. Hubungan Perkawinan 

Sebab yang kedua adalah hubungan perkawinan atau ikatan 

perkawinan, yaitu sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad 

nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ikatan ini 

berlangsung selama masa berlakunya dalam arti ada saat mulai ketika 

akad tersebut dibangun dengan ijab kabul sampai dengan saat 

diputuskan bilamana dilakukan pemutusan atau bahkan tidak pernah 

ada saat berakhirnya sama sekali kalau tidak diikuti oleh peristiwa 

kematian salah seorang dari mereka berdua.
45
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Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan 

kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat 

berikut:
46

 

1) Perkawinan itu sah menurut syariat Islam 

Artinya syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau 

antara keduanya telah  berlangsung akad nikah yang sah, yaitu 

nikah yang telah dilaksanakan  dan telah memenuhi rukun dan 

syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan 

walaupun belum kumpul (hubungan kelamin). 

Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang 

mewaris dan tindakan Rasulullah saw. Yang telah memberikan 

keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami 

yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan 

persetubuhan dan belum menetapkan maskawinnya. 

Sebagaimana hadits nabi saw yang diriwayatkan Sunan Nasa’i: 

 
ثَ نَا أَْ بَ َ  اَ مَ ْ  ثَ نَا زيَْدُ بْنُ اْ بَُابِ  اَاَ حَدَّ مُودُ بْنُ غَيْلََنَ  اَاَ حَدَّ

 سُْ يَانُ عَنْ مَنُْ ورٍ عَنْ إِبْ َ اهِيَ  عَنْ عَلَْ مَةَ عَنْ ابْنِ مَسُْ ودٍ 
ا أَ َّهُ سُِ لَ عَنْ رَُ لٍ  َ زَوَّجَ امَْ أةًَ وَ َْ يَ ْ ِ ضْ َ اَ صَدَا اً وَ َْ يَدُْ لْ بهَِ 
حَتََّّ مَاتَ  اَاَ ابْنُ مَسُْ ودٍ َ اَ مِثْلُ صَدَاِ  ِ سَااِهَا لََ وَْ سَ وَلََ 
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ةُ وََ اَ الْمِيراَثُ  َ َ امَ مَْ ِ لُ بْنُ سِنَانٍ  هَا الِْ دَّ شَطَطَ وَعَلَي ْ
 اْ َشَْ ِ يُّ  َ َ ااَ َ َ ى ِ ينَا رَسُواُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ  ِ  
بَ ْ وعََ بنِِْ  وَاشِقٍ امَْ أةٍَ مِنَّا مِثْلَ مَا َ َ يَْ   َ َ  حَِ ابْنُ مَسُْ ودٍ 

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
 

Artinya: ‚Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan 

berkata; telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al 

Hubab berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan 

dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Ibnu 

Mas’ud, bahwa ia ditanya mengenai seorang laki-laki 

yang menikahi seorang wanita, ia belum menentukan 

mahar dan belum menggaulinya hingga meninggal. Ibnu 

Mas’ud berkata, ‚Wanita tersebut berhak mendapatkan 

mahar sebagai seorang wanita, tidak ada pengurangan 

dan kezhaliman, ia wajib ber’iddah dan mendapatkan 

warisan.‛ Kemudian Ma’qil bin Sinan Al Asyja’i berdiri 

dan berkata, ‚Rasululloh shallallohu ‘alaihi wasallam 

telah memberikan keputusan pada kami terhadap Barwa’ 

binti Wasyiq, seorang wanita di antara kami seperti apa 

yang telah engkau putuskan.‛ Maka Ibnu Mas’ud merasa 

senang.‛
47

 

 
Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan 

antara Barwa’ dengan suaminya adalah sah dan menjadi sebab 

timbulnya kewarisan. Suatu perkawinan dihukumi sah secara 

hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah 

terlaksanakannya hubungan kelamin antara suami istri dan telah  

dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung 

pada terpenuhinya  syarat dan rukun perkawinannya.  

                                                           
47

 Shidqi Jamil Al-‘Attor, Sunan Nasa’i, (Beirut: Darul Fiqri: 2005), hal 199 



38 
 

 
 

2) Perkawinan masih utuh 

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan 

saat salah satu pihak  meninggal dunia. Termasuk dalam 

ketentuan ini, apabila salah satu pihak  meninggal dunia 

sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj’i 

dan perempuan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan 

yang sedang menjalani iddah talak raj’i masih berstatus sebagai 

istri dengan segala akibat  hukumnya, kecuali hubungan kelamin, 

karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya 

perceraian.  

c. Hubungan sebab Al-Wala>’ 

Hubungan sebab Al-Wala>’ adalah hubungan yang tercipta dari 

tindakan seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu. 

Kemudian setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hukum dan 

mempunyai milik sejumlah harta benda. Bila bekas budak ini 

meninggal bekas tuannya menjadi ahli waris tapi tidak untuk 

sebaliknya.
48

 

Berangkat dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur 

terjadinya wala>’ adalah masih hidupnya bekas tuan, telah wafat 
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budak setelah dimerdekakan, dan ada harta yang ditinggalkan oleh 

bekas budak itu. 

Dasar yang digunakan sehingga hubungan wala>’ dapat 

menjadi ukuran ukuran terjadinya kewarisan adalah Surah an-Nisa>’ 

ayat 33, yaitu: 

                      

                   

      

Artinya: ‚Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan 

pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu 

telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada 

mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan 

segala sesuatu‛.
49

 
 

Kata mawa>li dalam ayat diatas adalah jamak dari kata wala 

yang mengandung makna kekuasaan, seperti kekuasaan tuan kepada 

hambanya. Ini berarti berkuasa penuh terhadap hak kemerdekaan 

seseorang adalah merupakan suatu perbudakan yang tidak dibenarkan 

dalam ajaran Islam. 

Namun sekarang ini hubungan wala>’ hanya terdapat dalam 

tataran wacana saja. Karena pada zaman sekarang perbudakan telah 
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dihapuskan sehingga setiap manusia dilahirkan dalam keadaan 

merdeka.  

d. Hubungan Sesama Islam 

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila 

seseorang yang meninggal dunia tidak memilikiahli waris, maka 

harta warisannya itu diserahkan pada perbendaharaan umum atau 

yang disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat Islam. 

Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli 

waris itu diwarisi oleh uman Islam.
50

 

2. Halangan-halangan Mewarisi/Hilangnya Hak Waris Mewarisi 

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat 

mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau 

syarat mewarisi. Namun. Karena sesuatu  maka mereka tidak dapat 

menerima hak waris.
51

  

Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi 

atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut: 

a. Perbudakan 
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Di dalam al-Qur’an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak 

cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini 

sesuai dengan Firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 75: 

                

Artinya: ‚Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 

sesuatupun‛ (An-Nahl : 75) 

 

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena 

dipandang tidak cakap mengurusi harta dan telah putus hubungan 

kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang 

budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat 

mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta 

yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki 

harta.
52

 

b. Pembunuhan  

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan 

yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya 

menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris 
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yang dibunuhnya. Seperti yang dijelaskan dalam Bulugul Maram 

bahwa Nabi SAW bersabda: 

ِ   َ و بْ وَعَنْ عَمْ ُ  وْاُ الله صَلَى اَ رَسُ ا َ : اَ انِ شَُ يْبٍ عَنْ أبيِْهِ عَنْ َ دِّ
رَوَاُ  النَّسَااِىُّ " ليَْسَ للَِْ اِ لِ مِنَ الْمَِ اثِ شَيْاٌ " اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّ  

ارَُ طِْ ُّ   هُُ عَلَى وَال َّوَابُ وَ , وَ َ وَّاُ  ابْنُ عَبْدِالبَ  ِّ وَأَعَلَّهُ النَّسَااِيُّ , وَالدَّ
عَمٍْ و 

Artinya: Dituturkan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari 

kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ‚pembunuh 

tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh).‛ (HR 

Al-Nasa’i dan Al-Daraquthni, dan dikuatkan oleh Ibn Abdil 

Barr.
53

 

c. Barlainan agama 

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya 

agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris,
54

 artinya 

seorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pila 

sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari  

seorang muslim. Dasar hukum berlainan agama adalah hadis 

rasulullah saw: 
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ثَ نَا يََْيََ بْنُ يََْيََ وَأبَوُ بَكِْ  بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْ َ اهِيَ   حَدَّ
نَةَ عَنْ  ثَ نَا ابْنُ عُيَ ي ْ وَاللَّْ ُ  ليَِحْيََ  اَاَ يََْيََ أَْ بَ َ  اَ و  اَاَ الَْْ َ انِ حَدَّ

نِ حُسَيٍْْ عَنْ عَمِْ و بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ الزُّهْ يِِّ عَنْ عَلِيِّ بْ 
زيَْدٍأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ   اَاَ لََ يَِ ثُ الْمُسْلُِ  الْكَاِ َ  وَلََ 

 يَِ ثُ الْكَاِ ُ  الْمُسْلِ 
 

Artinya:‚Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu 

Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah 

lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada 

kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan 

kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain 

dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim 

tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak 

dapat mewarisi dari orang Muslim." 
55

 

 

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang 

non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran 

status orang non Islam (kafir) lebih rendah. Hal ini dijelaskan oleh 

Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 141: 

 ....                     
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Artinya: ‚Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman‛.
56

 

 

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat 

sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan 

peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru 

masuk Islam tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak 

mewaris tersebut adalah sejak adanya kematian yang mewariskan, 

bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal 

pada saat kematian sipewaris,  ia masih dalam keadaan nonIslam 

(kafir). Jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.
57

 

D. Waris Anak  diluar Nikah 

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang 

perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan 

yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar 

kawin adalah hubungan seorang pria dengan wanita yang dapat melahirkan 

keturunan, akan tetapi hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang 
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sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.
58

 Hubungan diluar 

nikah yang akan dibahas disini adalah perzinahan. 

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah 

secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa 

keraguan (syubhat)  dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.
59

 

Larangan perbuatan zina telah ditentukan dalam al-Qur’an dan Al-

Hadis|, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah An-Isra> ayat 32: 

                       

Artinya: ‚Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk‛.
60

 

 
Anak zina adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

61
 

Sedangkan perkawinan yang diakui diindonesia adalah perkawinan yang 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 

Dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62

 

                                                           
58

 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group: 2006), hlm 80 
59

 Neng Djubaedah, Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau 
dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 199 

60
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro: 

2010), hlm. 429 
61

 M. Iqbal Al-Haetami, Married By Accident, (Jakarta: Qultum Media: 2004), hlm. 92 
62

 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) 



46 
 

 
 

Fuqaha telah sepakat bahwa anak-anak zina, tidak dipertalikan 

nasabnya kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman Jahiliyah. Dari Amr 

bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW telah 

bersabda: 

 نَّ أَ  هِ دِّ جَ  نْ عَ  هِ يْ بِ أَ  نْ عَ  بٍ يْ عَ شُ  بنِ  رُ مْ عَ  نْ عَ  ةَ عَ يْ لَهِ  نُ بْ اِ  أَْ بَ َ  اَ ةُ بَ  ْ ا  ُ نَ ثَ دَ حَ 
أمََةٍ  اَلَوَلَدُ وَلَدُ  ِ ُ َّةٍ أَوْ  رَ عَا َ  اٍ جُ ا رَ  َُّ أَ  :اَ اَ   مَ اَّ سَ وَ  هِ يْ اَ عَ  ى اللهُ اَ صَ  اللهِ  اُ وْ سُ رَ 
لََيَِ ثُ وَلََ يُ وْرَثُ  ازنَِ 

Artinya: ‚ketika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita merdeka 

atau dengan seorang hamba, maka anak yang dilahirkannya adalah 

anak zina, ia tidak mendapat warisan dan tidak mewarisi.
63

 

 

اَ وَلَدُالزِّ اَ لََيَِ ثُ وَإِنِ ادَّعَاُ  ال َُّ لُ اعَنْ عَلِيِ بْنِ ا ُْسَيِْْ  َ   
 
Artinya: ‚Dari Ali bin Husain ia berkata, anak zina tidak mewarisi siapapun, 

sekalipun seorang laki-laki mengaku ia adalah anaknya‛ 

Dikuatkan pula dengan hadis| nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 

ثَ نَا ُ َمَّدُ بْنُ راَشِدٍ  ثَ نَا شَيْبَانُ بْنُ  َ  ُّوخَ حَدَّ ثَ نَا ا َْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ  حَدَّ ح و حَدَّ
ثَ نَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ أَْ بَ َ  اَ ُ َمَّدُ بْنُ راَشِدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ  حَدَّ

ِ   اَاَ  إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  مُوسَى عَنْ عَمِْ و بْنِ شَُ يْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ َ دِّ
وَإِنْ َ انَ مِنْ أمََةٍ  َْ يََلِْكْهَا أَوْ مِنْ حُ َّةٍ عَاهََ  بِِاَ  إَِ َّهُ لََ  ... ََّ َ َ ىوَسَ 
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يَ لْحَقُ بهِِ وَلََ يَِ ثُ وَإِنْ َ انَ الَّذِي يدُْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاُ   َ هُوَ وَلَدُ زِ ْ يَةٍ مِنْ حُ َّةٍ 
ثَ نَا َ ْمُودُ . َ انَ أَوْ أمََةٍ  ثَ نَا أَبِ عَنْ ُ َمَّدِ بْنِ راَشِدٍ بإِِسْنَادِِ  حَدَّ بْنُ َ الِدٍ حَدَّ

وَمَْ نَاُ  زاَدَ وَهُوَ وَلَدُ زِ اَ ِ َهْلِ أمُِّهِ مَنْ َ ا وُا حُ َّةً أَوْ أمََةً وَذَلِكَ ِ يمَا اسْ ُ لْحِقَ 
سْلََ  سْلََمِ َ مَا ا ْ ُ سَِ  مِنْ مَااٍ  َ بْلَ ااِْ  مِ  َ َ دْ مََ ىِ  أَوَّاِ ااِْ

 

Artinya: ‚Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh, telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Rasyid, dan telah 

diriwayatkan dari jalan yang jalur yang lain: Telah menceritakan 

kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami 

Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 

Rasyid ia adalah Asyba', dari Sulaiman bin Musa dari 'Amr bin 

Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; sesungguhnya Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan bahwa apabila ia 

(anak) berasal dari seorang budak wanita yang tidak ia (laki-laki) 

miliki atau dari wanita merdeka yang berzina dengannya maka anak 

tersebut tidak bergabung (dengan ahli warits), dan tidak mewarisi. 

Walaupun orang tersebut mengklaimnya namun anak tersebut 

merupakan hasil perzinahan dengan wanita merdeka atau seorang 

budak. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah 

menceritakan kepada kami Ayahku dari Muhammad bin Rasyid 

dengan sanad serta maknanya, dan ia menambahkan; dan ia adalah 

anak hasil perzinahan, ia untuk keluarga ibunya siapapun mereka, 

baik wanita merdeka atau budak wanita, dan hal tersebut mengenai 

anak yang diklaim pada awal Islam, maka harta yang dibagi sebelum 

Islam hal tersebut telah berlalu.‛
64

 

 

Dari beberapa hadits diatas, maka dapat dipahami bahwa anak yang 

lahir dari hubungan badan antara laki-laki dan wanita (budak atau merdeka) 

dengan jalan zina maka Anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris dari laki-

laki tersebut , walaupun laki-laki itu mengakui bahwa ia adalah anaknya. 
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Dengan arti lain bahwa anak zina tidak memiliki seorang bapak meskipun 

telah nyata ada seseorang yang mengakuinya.  

Oleh karena itu, para ulama tidak memasukkan anak zina sebagai ahli 

waris kecuali kepada ibu dan keluarga ibunya, karena ia tidak punya nasab 

kepada ayahnya.
65

 

E. Kajian tentang Pemerkosaan  

Perkosaan berasal dari kata ‚perkosa‛ yang berarti gagah, paksa dan 

mendapat akhiran ‚an‛ perkosaan berarti ‚paksa‛, dengan kekerasan. 

Memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa, 

dengan kekerasan. Setelah mendapat akhiran ‚an‛ menjadi ‚perkosaan‛ yaitu 

perbuatan memperkosa, penggagahan, pelanggaran dengan kekerasan.
66

 

Pemerkosaan menurut R Soegandhi yaitu seorang pria yang memaksa 

seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya 

dengan ancaman kekerasan, diharuskan kemaluan pria masuk ke dalam 

kemaluan wanita dengan mengeluarkan air mani.
67

 

Sedangkan yang dimaksud perkosaan dalam KUHP sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal 285 KUHP yang isinya ‚ barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya 
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bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman 

penjara selama-lamanya dua belas tahun‛.
68

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki 

terhadap seorang perempuan yang bukan  istrinya secara paksa atau dengan 

kekerasan di luar kerelaan perempuan tersebut yang oleh Undang-Undang 

maupun Agama telah dilarang dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi 

yang melakukannya. 

Selain dari KUHP, UU No 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak 

juga mengatur mengenai kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. 

Tepatnya terdapat dalam pasal 81, yaitu: ‚ Setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat  3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)dan 

paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).‛
69

 Untuk 

kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak akan dijatuhi hukuman yang 

lebih berat, karena jiwa seorang anak dianggap masih labil dan jika mendapat 

kekerasan seksual maka akan memberikan dampak yang lebih besar pada 

kajiwaan dan mental anak tersebut. 
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Dalam Islam bagi orang yang melakukan paksaan bersetubuh atau 

bagi pemerkosa maka ia dikenai hukuman hadd zina, karena ia melakukan 

hubungan seksual di luar perkawinan dengan suka rela sedangkan bagi wanita 

yang diperkosa maka ia bebas dari hukuman hadd.  Firman Allah Surah Al-

Baqarah ayat 173: 

-                         

Artinya: ‚Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada 

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.
70

 

Menurut R. Soesilo yang diancam hukuman dalam pasal 285 KUHP 

adalah laki-laki yang dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan memaksa 

perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.
71

 Undang-

undang tidak menetapkan hukuman bagi wanita yang diperkosa karena 

wanita di sini posisinya sebagai korban.  

Dalam hal pemerkosaan ini tidak ada bedanya antara pemerkosaan 

yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan pemerkosaan yang 

dilakukan dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman. Para ulama tidak 
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berbeda pendapat mengenai kedua jenis pemerkosaan itu.
72

 Hanya saja yang 

menjadi perbedaan pendapat adalah dalam hal maskawin bagi perempuan 

yang diperkosa. Apakah wajib bagi lelaki untuk memberi maskawin kapada 

perempuan yang diperkosanya? 

Imamiyah, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang 

memperkosa seorang wanita, maka ia harus membayar mahar mis|il, tetapi 

bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela), maka laki-laki 

tersebut tidak harus membayar mahar apapun.
73

 

Menurut Imam Malik, terhadap korban dari pemaksaan seksual (orang 

yang diperkosa), pemerkosa berkewajiban membayar dana sebesar nilai 

mahar. Pendapat Imam Malik ini disampaikan oleh Ibn Shihab, bahwa ‘Abd. 

al-Malik ibn Marwan memberikan keputusan terhadap pemerkosa agar 

membayar perempuan yang diperkosa senilai mahar atau maskawinnya.
74

 

Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata: ‚apa yang 

dilakukan dimasyarakat kita mengenai seseorang yang memperkosa seorang 

wanita, perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka maka 

pemerkosa harus membayar mas kawin dengan nilai yang sama dengan 

seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus 

membayar nilai yang ia hilangkan. Hadd (sanksi) hukuman dalam kasusu-
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kasus semacam ini diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman 

yang diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak maka itu 

menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia mau menyerahkannya.
75

 

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan sebagai berikut: 

Silang pendapat disebabkan, apakah mahar itu merupakan ganti bagi 

vagina  ataukah ia sebagai pemberian mahar?. Bagi fuqaha yang menganggap 

mahar sebagai ganti vagina, maka mereka akan mewajibkan membayar 

maskawin pada wanita yang diperkosa. Sedangkan ulama yang berpendapat 

sebagai pemberian mahar yang hanya khusus diberikan pada sang istri, maka 

ia tidak diwajibkan membayar maskawin untuk perempuan yang diperkosa. 

Karena yang diperkosa itu bukan perempuan yang dinikahinya.
76

  

Dari beberapa pendapat diatas penulis lebih setuju mengartikan 

bahwa ganti rugi yang diberikan pelaku pemerkosa adalah sebagai ganti rugi 

vagina. Kerna hal itu dianggap adil dan bisa sedikt mengobati luka korban 

pemerkosaan yang telah dirusak kehormatannya. Oleh karena itu wajib bagi 

pelaku pemerkosaan untuk membayar gantirugi pada korbannya. 
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